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BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Kepala
Daerah menyampaikan Rancangan Perda Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD
dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3312), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3962);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur,
dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3962);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonsia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
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24.
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27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
701);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun
2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Barat Nomor 155);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 07 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016
Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Barat Nomor 183);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun
2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 149) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 33);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun
2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 04,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor
186);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Barat Tahun 2018 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun
2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 Nomor 20);

Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2018
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Kutai Barat Tahun 2018 Nomor 29);

Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2019
Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Menetapkan
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Dan
BUPATI KUTAI BARAT
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.



Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca;

Laporan Operasional,

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan wusaha milik
daerah/perusahaan daerah.

MO0 T

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun
Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 2.560.431.052.380,71
b. Belanja Rp. 1.879.418.514.442,26
c. Transfer Rp. 330.396.867.419,00
Surplus/defisit Rp. 350.615.670.519,45

d. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 229.451.896.947,18
- Pengeluaran Rp. 7.100.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 222.351.896.947,18
e. Silpa Tahun Berkenaan Rp. 572.967.567.466,63

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. (21.146.368.842,37) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 2.581.577.421.223,08
b. Realisasi Rp. 2.560.431.052.380,71

Selisih lebih/(kurang) Rp.  (21.146.368.842,37)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (585.150.815.128,00)
dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 2.464.569.329.570,26
b. Realisasi Rp. 1.879.418.514.442,26

Selisih lebih/(kurang) Rp. (585.150.815.128,00)
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(3) Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp. (3.138.253.181,00))
dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Transfer setelah perubahan Rp. 333.535.120.600,00
b. Realisasi Rp. 330.396.867.419,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. (3.138.253.181,00)
(4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. 567.142.699.466,63 dengan rincian sebagai berikut :
a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (216.527.028.947,18)
b. Realisasi Rp. 350.615.670.519,45

Selisih lebih/(kurang) Rp. 567.142.699.466,63

(5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp. 249.868.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerima pembiayaan setelah

Perubahan Rp.  229.202.028.947,18
b. Realisasi Rp. 229.451.896.947,18
Selisih lebih/(kurang) Rp. 249.868.000,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp. (5.575.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluran pembiayan setelah

perubahan Rp. 12.675.000.000,00
b. Realisasi Rp. 7.100.000.000,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. (5.575.000.000,00)
(7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto (bersih) sejumlah
Rp. 5.824.868.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pembiayaan neto  setelah
perubahan Rp. 216.527.028.947,18
b. Realisasi Rp. 222.351.896.947,18
Selisih lebih/(kurang) Rp. 5.824.868.000,00

(8) Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
sejumlah Rp. 572.967.567.466,63 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran SILPA Rp. 0,00
b. Realisasi Rp. 572.967.567.466,63

Selisih lebih/(kurang) Rp. 572.967.567.466,63
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Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 228.202.028.947,18
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan

Tahun Berjalan Rp. 228.202.028.947,18
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

(SILPA/SIKPA) Rp. 572.967.567.466,63
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun

Sebelumnya Rp. 0,00
e. Lain-lain Rp. 0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 572.967.567.466,63

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ per 31 Desember Tahun
2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 6.327.956.746.847,14

b. Jumlah Kewajiban Rp. 70.039.127.293,74

c. Jumlah Ekuitas Rp. 6.257.917.619.553,40
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31
Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO Rp. 2.372.531.375.842,30
b. Beban-LO Rp. 1.869.645.379.730,69
c. Kegiatan Non Operasional Rp. (1.340.315.325,00)
d. Pos Luar Biasa Rp. (500.440.000.00)

Surplus/Defisit-LO Rp. 501.045.240.786,61

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember
Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2019 Rp. 228.423.420.998,52
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 909.304.141.253,27
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp. (564.538.602.733,82)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan 0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp. (121.938.475,99)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2019 :

1. Saldo Akhir Kas Daerah Rp. 517.101.252.157,61
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2. Kas Bendahara Penerimaan Rp. 0,00
3. Kas Bendahara Pengeluaran Rp. 48.248.480,00
4. Kas Bendahara BLUD Rp. 43.245.729.022,60
S. Kas Bendahara Dana JKN Rp. 2.429.785.743,96
6. Kas Di Bendahara BOS Rp. 10.142.552.062,46
7. Kas Lainnya Rp. 99.453.575,35

Jumlah Rp. 573.067.021.041,98

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31
Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp. 5.719.238.413.420,35

b. Surplus/Defisit-LO Rp. 501.045.240.786,61

c. Koreksi Nilai Persediaan Rp. 390.658.600,00

d. Koreksi Ekuitas Lainnya Rp. 37.243.306.746,44

e. Ekuitas Akhir Rp. 6.257.917.619.553,40
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g
tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif
atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran,;

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Program dan
Kegiatan;

Lampiran [.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran [.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan
b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran Il : Laporan Operasional;
d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Lampiran V : Neraca;
f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
h. Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah;
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i. Lampiran IX
Lampiran X

—.

Lampiran XI
Lampiran XII

=

. Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII :
Lampiran XVIII :
Lampiran XIX

» 3.0T OB J

t. Lampiran XX

-10-

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tidak Tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana
Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai
akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya (DPA-L);

Iktisar =~ Laporan Keuangan badan Usaha  MlIlik
Daerah /Perusahaan Daerah

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal 27 Juli 2020.

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal 27 Juli 2020.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 06.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 21/6/2020.
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